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Abstrak
 

Pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah seringkali berkaitan dengan

persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan tender. Kegiatan persekongkolan ini memiliki dampak

negatif bagi persaingan dalam menciptakan hambatan untuk saling bersaing antar pelaku usaha. Di sisi lain,

Australia memiliki kebijakan dalam menghadapi persekongkolan tender yang sudah terbukti secara efektif

dapat mengurangi perilaku persekongkolan. Kebijakan tersebut adalah leniency program yang dalam

praktiknya disebut sebagai civil immunity dan criminal immunity. Kebijakan ini memberikan imunitas

terhadap sanksi maupun pengurangan denda kepada pelaku usaha yang bersedia untuk bekerja sama dengan

otoritas persaingan usaha dalam mengungkap praktik kartel, termasuk persekongkolan tender. Terdapat dua

pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam

menangani persekongkolan tender dan potensi pelaksanaan leniency program bagi kasus persekongkolan

tender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan persekongkolan tender dalam

pengadaan barang dan jasa di bawah hukum persaingan usaha antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini

merupakan penelitian doktrinal yang memaparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara

sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasi potensi dari peraturan tersebut di

masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan perspektif Indonesia dan

Australia dalam menanggapi persekongkolan tender dapat dilihat dari ketentuan hukum persaingan usaha

Australia yang menggolongkan persekongkolan tender sebagai bagian dari kartel. Persekongkolan tender

tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli di

Indonesia. Perbedaan perspektif tersebut mengakibatkan implikasi terhadap persekongkolan tender di

Australia mendapatkan kebijakan yang sama dengan kartel, salah satunya leniency program. Berdasarkan

efektivitas leniency program di Australia, Indonesia memiliki urgensi untuk menerapkan kebijakan tersebut

dalam hukum persaingan usaha. Adapun penerapan leniency program di masa depan dapat merujuk pada

kebijakan Australia.

......The Government’s procurement of goods and/or services is often related to unfair business competition,

namely bid-rigging. This collusion activity has negative impacts on competition by creating barriers for

businesses to compete with each other. On the other hand, Australia has a policy that has proven to be

effective in reducing bid-rigging. This policy is called the leniency program, known in practice as civil

immunity and criminal immunity. This policy provides immunity from sanction and fine reductions to

businesses who are willing to cooperate with authorities in exposing cartel conduct, including bid- rigging.

There are two main issues in this research, namely the different perspectives between Indonesia and

Australia in handling bid-rigging and the potential implementation of the leniency program for bid-rigging

cases in Indonesia. This research aims to examine the prohibition of bid-rigging in the procurement of goods

and services under competition law between Indonesia and Australia. This research is a doctrinal study that
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systematically outlines regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between

regulations, and identifies the potential of these regulations in the future. The results of this research state

that the differences in perspectives between Indonesia and Australia in responding to bid-rigging can be seen

in Australia’s competition law which classifies bid- rigging as part of a cartel provision. Bid-rigging is not

explicitly regulated in a separate article as stipulated in Indonesia's Anti-Monopoly Law. These differences

result in implications for bid-rigging in Australia receiving the same policy as a cartel, including the

leniency program. Based on the effectiveness of the leniency program in Australia, Indonesia has the

urgency to implement such a policy in competition law. The future implementation of the leniency program

may refer to Australia’s policy.


